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PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Perkembangan industri pariwisata di Indonesia sekarang ini sedang dikembangkan untuk
memperbesar devisa Negara dan daerah, memperluas lapangan kerja dan meratakan kesempatan

berusaha terutama bagi masyarakat setempat. Risamping itu industri pariwisata juga berperan

dalam mendorong pembangunan daer alkan alam dan budaya daerah yang
sangat khas dan menarik. Ole \ n iwisata tidak dapat diarahkan
untuk pembangunan e e x G melestarikn budaya
dan alam lingku Y L

Renjana [perencanaan
pariwisata da :_ af P Kabupaten
Sinjai. Menga al . ih tinggi, yaitu

s el Y’

RIPDA Propinsi itu's ' alah satu sector
di daerah, maka "' Im a a ruang wilayah
Kabupaten Sinjai. 7 o

Rencana Induk P s X 14-2029 Pekerjaan ini
merupakan suatu kegiatan: feloe b lam pengembangan dan
pembangunan sector pariwisata di Kabupaten Sinjai. Sejak tahun 1978 pemerintah terus

berusaha mengembangkan kepariwisataan dalam meningkatkan penerimaan devisa, memperluas
lapangan kerja, dan memperkenalkan kebudayaan. Pembinaan serta pengembangan pariwisata
dilakukan dengan tetap memperhatikan terpeliharanya kebudayaan dan kepribadian nasional.

Untuk itu perlu diambil langkah-langkah dan pengaturan-pengaturan yang lebih terarah



berdasarkan kebijaksanaan yang terpadu, antara lain bidang promosi, penyediaan fasilitas serta

mutu, dan kelancaran pelayanan.

Pariwisata merupakan sumber daya alam yang tidak akan pernah habis. Oleh karena itu
sektor pariwisata harus dirawat dan dijaga keberadaannya dan sektor pariwisata juga merupakan

salah satu penyumbang devisat terbesar bagi perekonomian negara. Memasuki abad sekarang
perhatian terhadap pariwisata sudah sanga eluas, hal ini terjadi karena pariwisata
mendatangkan manfaat dan keuntungar -‘/\-l.. ang menerima kedatangan wisatawan
(teurit receving countries). /;S MUHA\

Peraturan Peme /: Hﬁv kmd'

l ? 0 uat dilema bagi
masyarakat sekite ; o L it tai dan melarang

direhabilitasi.

Sedangkan ma ¢ it menging] ekt yseh mer ; ; bang Saukang
bijak dengan
idak melupakan
fungsi lindungany: _ ) pemerintah untuk
mengembangkan pan .. : M edikit demi sedikit
pengembangan sudah mul yaks Dé lamats pelitian, sarana air bersih
di Lurah mannanti belu angke g pemerintah telah membuat tempat-
tempat penampungan air tiap-tiap dusun dengan Kkapasitas masing-masing 3,000
liter. Indonesia merupakan Negara bahari dengan luas 7,7 juta km yang terbagi atas
kawasan berupa lautan 75 % (5,8 juta km) dan 25 % (1,9 juta km) yang berupa daerah yang terdiri
dari 17,508 buah pulau yang terdiri atas pulau-pulau besar maupun kecil. Indonesia dikenal

sebagai Negara dengan kekayaan keanekaragaman hayati (biodiversity) laut terbesar didunia



karena memiliki ekosistem-ekosistem pesisir seperti, hutangrov, tetumbuh karang, dan badang
lamuan yang sangat luas dan beragam. Sumber daya ikan diperkirakan terdapat kurang labih
7.000 jenis ikan terkandung dalam perairan pesisir dan dalam Indonesia. Indonesia juga memiliki
panjang garis pantai sepanjang 2 hektar dengan berbagai potensi. Jika melihat kekayaan pesisir
tersebut, maka kawasan pesisir berpotensi untuk dikembangkan menjadi daerah tujuan wisata

(DTW), antaranya yaitu wisata pantai.

Kabupaten sinjai sendiri adalah dagera ik Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan,

Indonesia. Ibu kotanya terletak dike : 3 Wikdari sembilang kecamatan yaitu

S
— jﬁ.h

..«. asan ini, dan itu

. Z |
tentu saja akan nermudahka peserta. ket neniknia 4 wisata. Jejeran

dengan perahu tradisional (balolang), dan aktivitas pantai lainnya.

Mengembangkan suatu potensi pariwisata, setiap daerah memiliki upaya dan kebijakan
yang harus dilakukan demi terwujudnya tujuan bersama khususnya dibidang pariwisata yang
meliputi beberapa aspek seperti Aspek Ekonomi Perdagangan, Aspek Kebudayaan, Aspek

Lingkungan Hidup, Aspek Hukum. 2 Berdasarkan Undang- Undang No. 32 Tahun 2004 setiap



daerah memiliki kewenangan untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Kabupaten Sinjai
merupakan salah satu daerah yang memiliki banyak sekali daerah wisata yang sudah terkenal
sampai mancanegara. Selain pariwisata merupakan salah satu pemasukan atau devisa negara,
pariwisata juga membawa nama negara Indonesia hingga terkenal sampai di dunia.Oleh karena
itu pemerintah wajib untuk memperhatikan dan menjaga kelestarian daerah wisata yang ada di

Indonesia melalui instansi- instansi yang telah dibentuk oleh setiap pemerintah Kabupaten yang

ditugaskan untuk menangani permasal ahan khususnya di bidang pariwisata.

i yang multi

dimensional yang'tida mempuryai tujuanrakhir berusa ol atu nilai financial

berbagai pihak yang bah

Di sisi lain pengembangan pariwisata berada pada area tatanan wilayah administrasi
Pemerintah Daerah yang memiliki otoritas dan otonomi daerah yang mempunyai amplikasi luas
terhadap pengembangan pariwisaa. Dalam pengembangan potensi wisata akan terjadi saling

salah satu daerah wisata di Propinsi Sulawesi Selatan yang memiliki berbagai kesamaan dan



keunikan potensi Objek dan Daya Tarik Wisata. Potensi unggulan yang terbesar di daerah
Kabupaten Sinjai tersebut dapat dilakukan pengembangan melalui kerjasama antara pemerintah
dengan instansi lain, dengan melakukan kesepahaman paket regulasi dan program kegiatan untuk
pengembangan objek dan daya tarik wisata serta berbagai deversifikasi kerjasama lain. Oleh
karena itu perlu dilakukan penelitian untuk mendapatkan model kerjasama yang paling

mendukung pengembangan kepariwisataan dalam kawasan tersebut.

Namun sekarang di karampuang sud A\.- inati wisatawan disamping karena sudah

memungkinkan dija
memungkink 4
pemerintah & 4'.'}"1-

dilakukannya p¢ .b .- ‘}n:\*.. 263 i": mﬁl" i | pati baru dari
priode 2012-201 *n h ; o 1emba akan segera

-
dilakukan perb "" /a0 o

yang nyaman di lembang saukang.

Kabupaten sinjai merupakan daerah memiliki beberapa objek wisata, seperti objek wisata
budaya ini merupakan bersejarah dan dijadikan sebagai tempat untuk Pariwisata, dijadikan
sebagai tempat objek penelitian maka dari itu perlu pengembangan dan pelestarian untuk objek

wisata budaya wisata lembang saukang di Kabupaten Sinjai.



Inilah yang menjai landasan berfikir penulis menyadari pengembngn objek wisata
memerlukan peran dari peran pemerintah daerah, namun dilapangan peran pemerintah daerah
tidak terlihat jelas, terbukti masih adanya budya dan fasilitas penunjang objek wisata yang tidak
terawat dengan baik, pada hal pemerintah daerah telah memungut retribusi bagi setip pengunjung

yang akan memasuki kawasan objek wisata. Objek wisata budaya tersebut memiliki cukup daya

tarik yang bagus karena objek wisata b pakan tempat yang sederhana sehinga
dijadikan sebagai tempat untu ajar dari dalamdaerah, luar daerah
termasuk para pelajar d gemh gan, dan pelestariaan untuk
objek wisata L ‘{i' o
Karené "‘F.:-" s dan pe “_ DEME AL G v | gan objek
e . e/
) . NG .
wisata Lembanc # ‘ﬂi-. Sinjai, contohnya 16 e[ <ios berjualan

Berdasarkan latar maka yang menjadi

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan pemerintah daerah sebagai Regulator pengembangan Objek Wisata
Lembang Saukang di Kabupaten Sinjai?

2. Bagaiman peranan pemerintah daerah sebagai Dinamisator pengembangan Objek Wisata

Lembang Saukang di Kabupaten Sinjai?



3. Bagaimana peranan pemerintah daerah sebagai Fasilitator pengembangan Objek Wisata
Lembang Saukang di Kabupaten Sinjai?
C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah
1. Untuk mengetahui Peran Pemerintah Derah sebagai Regulator pengembangan Objek Wisata
Lembang Saukang di Kabupaten Sinjai.

2. Untuk mengetahui Peranan Pemerlnta » ebagai Dinamisator pengembangan Objek

nu pengetahuan

pengembangan objek wisat lembang saukang di Kabupaten Sinjai.



BAB Il
TINJAUAN PUSTAKA
A. Konsep Peranan Pemerintah Daerah

1. Pengertian peranan pemerintah daerah

Peran pemerintah daerah secara umum tingkat penerapan desentralisasi suatu negara

mendasari cara negara (pemerintah) dasikan peranya dalam rangka mencapai

tujuan-tujuannya. Apakah nega Jetbagai bidang kehidupan masyarakat,
ataukah negara hanya melib " FR 33 ELU IF }L bidang diluar kemampuan

masyarakat. Perbedaa P‘J‘!L& q Y .r: digambarkan oleh

Pratikno, dari perSpekii E S dhwa negara tidak
1l lr

abo .@r ﬂe“"‘\m dalam kaitanya

™R h..
dengan pengelolaan wa /ﬂ'!l““\\ n : eflu adanya peran

Peran pemerintah sebagai regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan
penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan. Sebagai regulator,
pemerintah memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrument untuk mengatur
segala kegiatan pelaksanaan pemberdayaan.

2. Pemerintah sebagai dinamisator



Peran pemerintah sebagai dinamisator adalah menggerahkan partisipasi masyarakat jika
terjadi kendala-kendala dalam proses pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika
pembangunan daerah. Pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan dan pengerahan secara
intensif dan efektif kepada masyarakat. Biasanya pemberian bimbingan di wujudkan melalui tim
penyuluhan maupun badan tertentu memberikan pelatihan.

3. Pemerintah sebagai fasilitator

Peran pemerintah sebagai fasilitate nenciptakan kondisi yang kondusif bagi

QAN Qukong realif Y o= i, daerah merupakan
sub-komponen g ¥ t‘{; },_i""p";.t\_; yerdaula ""'-h.L Si memberikan
2 N\ e |

pelayanan umum | pada suatl v , 5

-

-,

refleksi perbedaan .1-_?
B\ Vo |
bernuansa administrative 5[3 taha daerah alat Rusia

| pUS?:q K

dan pemerintaha daeara hepLIRYa onomi yang besar semua
kekuatan bertumpu pada dewan, menggunakan komite secara luas (sarundanjang,
2011:39).pemerintah daerah model rusia sangat bernuansa administratif, berdasar prinsip-prinsip
pencapaian fungsi secara efektif dan efesien dengan mengesampingkan nilai-nilai demokratis.

Sementara pemerintahan daerah model inggris sangat bernuansa politis, sangat

memperhatikan nilai-nilai demokratis, sehingga pemerintahan daerah di desain untuk



keseimbangan keinginan negara dan masyarakat lokal. Pemerintah merupakan suatu gejala yang
berlansgsung dalam dalam kehidupan bermasyarakat yaitu hubungan antara manusia denaga
setiap kelompok termasuk dalam keluarga. Masyarakat sebagai suatu gabungan dari sistem
sosial, akan senantiasa menyangkut dengan unsure-unsur pemenuhak kebutuhan dasar manusia
seperti keselamatan, istirahat, pakaian dan makanan. Dalam memenuhi kebutuhan dasar
itu,manusia perlu bekerja sama dan berkelompok dengan orang lain; dan bagi kebutuhan

7\

sekunder maka diperlukan bahasa un , iienikasi menurut makna yang disepakati
k NRTEYS
masyarakat.

W/ <5 \WKASS
2. Pengerti oI 4@ @\

_ A
»'fi:“ o %ﬁd‘ egﬁﬁf};, [ K & Ja
SRR\ %

ibaWa . il
- > ‘iJN 2
seseorang diliha org % a m'“’%%’ff »
A L3

tentang perana 2 kan| 2k iiiaeimis-Ked iUk 3 abila seseorang

bersama, dan institusi sosial ?.

halnya dengan keduduka e AW etiap orang mempunyai

macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Pemerintah Daerah.
Menurut W.J.S Poerwadaminta (dalam Pramudji. S. 1992) menjelaskan bahwa kata

pemerintahan berasal dari kata pemerintah, sedangkan kata pemerintah sendiri berasal dari kata

perintah yang msing-masing mempunyai arti sebagai berikut:

10



1. Pemerintah adalah perkataan yang bermaksud menyeluruh melakukan sesuatu yang harus
dilakukan misalnya mereka sudah siap tinggal menunggu perintah.

2. Pemerintahan adalah kekuasaan memerintah sesuatu, negara (daerah negara) atau badan yang
tertinggi yang memerintah sesuatu negara (seperti kabinet pemerintahan) Keberadaan
pemerintahan daerah secara tegas dijamin dan diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang

alam UUD Negara

Republik Indonesia Tahur 5 : ti, atau Walikota,

ditetapkan bahwa perangkat daerah terdiri atas Sekertaris Daerah, sekertaris DPRD, Dinas
daerah, Lembaga teknis daerah, Kecamatan, Kelurahan. Ketentuan tersebut ditegaskan lebih
lanjut dalam pasal 128 ayat (1) yang menetapkan bahwa susunan Organisasi perangkat daerah
ditetapkan dengan peraturan derah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pengembangan Objek Wisata Pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkatkan

11



kemampuan teknis, teoritis, konsepsual, dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan
pekerjaan atau jabatan melalui pendidikan dan pelatihan. Pengembangan juga untuk
meningkatkan prestasi manajemen di masa depan dengan menanamkan pengetahuan,
perubahan perilaku, atau peningkatan ketrampilan. Menurut Simamora pengembangan
mewakili suatu investasi yang berorientasi ke masa mendatang dalam setiap individu. 4

Dimana perkembangan itu sendiri dapat mengacu pada pengembangan yang bersifat positif

dan bersifat negatif hal ini tergantung f‘A"-r pola pikir manusia dan lingkungan yang

mempengaruhinya. Menuru /. . 4 4~ 1996) pariwisata merupakan
keseluruhan dari pad ﬂﬂ.&."’"& ), dan pendiaman orang-
orang asing serté (G 10d 4 f?‘ 4@\ itu tidak menetap

terdapat di 9 aNgANEik i pa-Keindall lya. Tentunya sesuatu

=
atau suatu kan sebagat-Ghjek -wisa iya térgantung pada

1953; 39) bahwa objek wisata adalah “suatu tempat yang memiliki daya tarik baik itu karena
keindahannya ataupun nilai historis yang terkandung di dalamnya”.
3. Pengertian Pemerintah Daerah
Definisi pmerintah daerah di dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah

pasal 1 aat 2, Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah

12



daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang
seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Secara historis, asal usul dari struktur pemerintah daerah yang kita kenal saat ini berakar
dari Eropa di abad ke-11 dan ke-12. Beberapa istilah yang digunakan untuk pemerintahan daerah

masih termasuk lama, berasal dari Yunani dan latin Kuno. Koinotes (komonitas) dan demos

(rakyat atau distrik) adalah istilah-istilah.p .-:"A*:u daerah yang digunakan di Yunani sampai

sekarang. Municipality (kota ata ady?) da. annya berasal dari istilah hukum
7 <pS MUH4,, \
i o] h : I: E S S‘Adﬂifﬂ yang juga berasal
; P‘ [ 4-@ 4@ 16, berasal dari kata
7S N\l o 7
comes, kantt 3 abal ﬁ\\d "'?/ A

0rang penjabz e
SO NN
Dalam peé Vv *-1‘- ah "' 'n’%};ﬁf { it organisasi
pemerintahan =-r )erdaulat. Jenis

disebarkan keseluruh wilé i y terdapat.d epabkan pemerintah pusat
tidak dapat menangani secara langsung urusan-urusan yang ada didaerah, karena mengingat
Negara Indonesia terdiri dari pulau-pulau dan memiliki daerah yang sangat luas, namun bukan
berarti pemerintah pusat melepaskan tanggung-jawabnya.
Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan

pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. Dimana hubungan tersebut meliputi

13



wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemenfaatan sumber daya alam, dan sumber daya
lainnya. Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, khususnya pemerintahan daerah, sangat
bertalian erat dengan beberapa asas dalam pemerintahan suatu Negara, yang pertama asas
desentralisasi adalah sebuah bentuk pemindahan tanggung jawab, wewenang dan sumber-sumber
daya (dana, personil, dll)dari pemerintah pusat ke level pemerintahan daerah. Dasra darin

inisiatif seperti ini adalah desentralisasi dapat memindahkan proses pengambilan keputusan ke

\ L= i .
pelaksanaa e ‘der venggabungka . okal yang,
7

sekaligus untu! ' W ~pembangunan. sosial-ckonom at daerah dan
- —

an dz ’. hahwa stimbe “ﬁ‘k‘;‘;‘i\ terbatas dapat
digunakan dengan de e un ‘&\l ﬁ
adalah pelimpahan we ' Ben

Sedangkan tugas pembani ugas : ada daerah dan/atau desa
dari pemerintah provinsi kepada kabupaten /kota dan/atau desa serta dari pemerintah
kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyaihak dan kewajiban. Hak dan
kewajiban tersebut diwujudkana dalam bentuk rencana kerja pemerintahan daerah dan dijabarkan

dalam bentuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang dikelola dalam system
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pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah dimaksud dilakukan secara efisien,
efektif, transparan, akuntabel, tertib, adil, patut, dan taat ada peraturan perundang-undangan.
B. Konsep Pengembangan Pariwisata
1. Pengertian Pengembangan Pariwisata
Pengembangan berasal dari kata kerja “berkembang” yaitu berarti: mekar terbuka, menjadi

besar (luas merata), menjadikan maju (baik, sempurna), jadi pengembangan yang dimaksud

dalam penelitian ini menjadikan maj isata karampuang di kabupaten sinjai.

Pengembangan masyarakat ad f A -1‘(- N« eDwah kondisi masyarakat secara
S ViUH4,, \

berkelanjutan dan aktif b f r"' o f; f_}‘ S Giey ‘\ ing menghargai.
/Jfr 44? ‘?
by

~'

masyarakat ¢ a

S

pada musim apa mereka melakukan perjalanan.

2. Transportasi
Harus dilakukan penelitian bagaimana fasilitas transportasi yang tersedia untuk membawa
wisatawan kedaerah tujuan wisata yang dituju.

3. Atraksi/objek wisata
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Bagaiman objek wisata dan atraksi yang akan dijual, apakah memenuhi tiga syarat
berikut,apa yang dapat dilihat, apa yang dilakukan dan apa yang dapat dibeli dari Daerah
Tujuan Wisata (DTW) kunjungi.

4. fasilitas pelayanan
fasilitas apa saja yang tersedia dari Daerah Tujuan Wisata (DTW) tersebut,bagaimana

akomodasi perhotelan yang ada, restoran, pelayanan umum seperti bank atau money

dari seseorang atau lebih menuju tempat lain diluar tempat tinggal. Istilah pariwisata
berhubungan erat dengan pengertian perjalanan wisata, yaitu sebagai suatu perubahan tempat
tinggal sementara seseorang diluar tempat tinggalnya karena untuk melakukan kegiatan yang

menghasilkan upah Suwantoro (2004).
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Kemudian dijelaskan oleh Pitana | Gede (2009) pariwisata mengandung kata kunci
“‘perjalanan” (tour) yang dilakukan oleh seseorang demi kesenangan untuk sementara waktu,
atau bekerja. Pariwisata yaitu suatu gejala yang sangat kompleks didalam masyarakat, yang oleh
karena itu pariwisata kini berkembang menjadi suatu subjek pengetahuan yang pantas dibahas
secara ilmiah.

Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, pariwisata adalah berbagai

macam kegiatan dan didukung berbagai f3 anan yang disediakan oleh masyarakat,
pengusaha, pemerintah dan p international des experts
sciefique du tourisme (/ =ST ‘1 Sike , ’;ﬂ'h uruhan hubungan dan
fenomene yan 3 Alag i qﬂ}_\ ang, namun yang

dimaksud pér

yang berhubu o 0elaka anuk elakuka ; persinggahan

sementara dari tempa ) Jari beberapatempa aeat tinggalnya yang

industri kerajinan tangan.
3. Industri Pariwisata Dalam Sistem Pariwisata
Industri pariwisata dapat di pandang sebagai sebuah sub-sistem dari pariwisata secara

keseluruhan. Industri pariwisata dimulai dari trevel generating, dimana calon wisatawan
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merencanakan dan memulai perjalanan wisatawannya. Industri pariwisata melibatkan beragam
tipe organisasi, maka komposisi atau struktur pada industri pariwisata tersebut.

Cara mengklasifikasikan sektor-sektor yang terlibat dalam industri pariwisata biasanya
didasarkan pada fungsinya, walaupun dalam beberapa aspek terjadi tumpang tindih. Berdasarkan
klasifikasi Lelper dalam Pitana (2009) terdapat tujuh sector utama dalam industri pariwisata,

yaitu sebagai berikut:

1. Sektor pemasaran (the marketing sectg

2.
g beroperasi
empat tujuan

3.
4 yang dengan hal
da di daerah tujuan

5.

Sektor ini berfokus pada penyediaan daya tarik atau antaraksi wisata dan wisatawan. Lokasi
umumnya terutama pada daerah tujuan wisata tetapi dalam beberapa kasus juga terletak pada
daerah transit.

6. Sektor tour operator (the operator sector)
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memungkinkan wisata

Komponen utamanya berupa transportasi dan akomodasi. Sector ini umumnya terkosentrasi
pada daerah tujuan wisata (tourist destination regional) dan sepanjang rute transit dari asal
wisata menuju daerah tujuan wisata.

. Sektor pendukung/ rupa-rupa (the miscellaneous sector)

Sektor ini mencakup pendukung terselenggaranya kegiatan wisata baik di Negara / tempat

asal wisatawan, sepanjang rute transit, maupun dinegara tempat tujuan wisata. Sektor ini

merupakan sektor yang melancarka visata untuk menjangkau beragam batas
geograsfis.

. Sektor pengkordinasi f"’

4. Pengelolaan:f Z '-'F.\
- Fen _ ﬁ\\

komunitas local. Menurut daic vi (2003: 2), pengelolaan

pariwisata har us memperhatikan prinsip-prinsip berikut:

1. Pembangunan dan pengembangan pariwisata haruslah didasarkan pada kearifan lokal dan

special local sense yang mereflesikan keunikan peninggalan budaya dan keunikan

lingkungan.
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2. Prevervasi, proteksi, dan meningkatkan kualitas sumber daya yang menjadi basis
pengembangan kawasan pariwisata.

3. Pengembangan atraksi wisata tambahan yang mengakar pada khasanah budaya lokal.

4. Pelayanan kepada wisatawan yang berbasis keunikan budaya dan lingkungan lokal

5. Memberikan dukungan dan legitimasi pada pembangunan dan pengembangan pariwisata jika

terbukti memberikan manfaat positif, tetapi_sebaliknya mengendalikan atau menghentikan

masyarakat.

Di

Tidak hanya

objek wisata,

keberlanjutan.
2. Penawaran versus permintaan.

Pengelola pariwisata harus memperhatikan keseimbangan antara sisi penawaran (supply) dan

pemerintah (development), dan daya lokal sarana rekreasi, aktivitas budaya dan sebagainya.

Sedangkan permintaah mengacu kepada pasar pariwisata, yaitu wisatawan tipe apa yang akan

didasarkan, berapa jumlah yang akan berwisata, dimana mereka akan menginap, berapa uang

20



mereka akan keluarkan, kegiatan menarik apa yang mereka akan lakukan, dan sebagainya.
Menyeimbangkan penawaran dan permintaan merupakan salah satu kunci untuk tetap
suksesnya pariwisata. Penekanan salah satu atas lainnya akan membawa masalah dimasa
yang akan datang.

. Keuntungan versus biaya.

Pengelolaan pariwisata harus memperhatikan dan mestikan bahwa adanya keseimbangan

akan bertahan menging diln penduaulk yang secara alami akan
memerlukan ruang dan sumber daya untuk hidup dan penghidupan. Keberagaman pariwisata
dapat diarahkan sebagai wahana penyeimbang antara kepentingan kebutuhan manusia dan
kelestarian lingkungan. Pariwisata hendaknya menyediakan metode untuk mengelola
lingkungan yang lestari baik melalui konsep kawasan konservasi, pembaharuan sumber daya

alam, daur ulang, dan sebagainya.
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C. Peranan Pemerintah Dalam Pengembangan Pariwisata

Secara etimologis pariwisata berasal dari bahasa sansekerta yang terdiri dari dua kata
yaitu”Pari”’dan”Wisata”. pari berarti berulang-ulang, berkali-kali atau berputar-putar, sedangkan
Wisata berarti perjalanan atau bepergian, jadi pariwisata berarti perjalanan yang dilakukan secara
berputar-putar, berulang-ulang atau berkali-kali.

Pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu, yang

perkembangan selanjut
adalah fenomena politik=s budaya-iisik sebagai wujud kebutuhan
manusia dan negara serta interaksi antara wisatawan dengan masyarakat tuan rumah, sesama
wisatawan, pemerintah dan pengusaha berbagai jenis barang dan jasa yang diperlukan oleh
wisatawan.

Undang-undang nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, menyebutkan bahwa

kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat
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multidimensi serta multi disiplin yang muncul sebagai kebutuhan setiap orang dan negara serta
interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat. Perkembangan pariwisata merupakan suatu
rangkaian upaya untuk mewujudkan keterpaduan dalam pengunaan sumber daya pariwisata
mengintergrasikan segala bentuk aspek diluar pariwisata yang berkaitan secara langsung maupun

tidak langsung akan kelangsungan pengembangan pariwisata.

Terdapat beberapa jenis pengembangan, yaitu: Pertama, Keseluruhan dengan tujuan baru,

sesuai dengan prinsip-
bertujuan untuk meningkatkan sumber daya alam dan sumber daya buatan secara berdaya guna,
berhasil guna dan tepat guna untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mewujudkan
perlindungan fungsi ruang dan mencegah serta menanggulangi dampak negatif terhadap
lingkungan dan keamanan, oleh karna itu dibutuhkan strategi-strategi khusus dari pemerintah

kita untuk mengembanagkan pariwisataan. Karena dengan itu cara pengembangan dapat lebih
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mudah dilaksanakan oleh pemerintah atau masyarakat luas. Banyaknya kegiatan-kegiatan yang
dapat diambil dalam pengembangan pariwisata nasional kita, selain itu juga ada banyak hal yang
lainnya yang dapat menunjang perkembangan ke pariwisataan nasional kita di zaman era
globlisasi.

Penataan ruang pada dasarnya merupakan sebuah pendekatan dalam mengembangkan
wilayah yang bertujuan untuk mendukung komisi, konomi, sosial budaya dan lingkungan serta

ditunjang dengan beberapa sarana prasare endapatkan tujuan yang diinginkan oleh

melayani kebutuhan penyelengaraan pariwisata diluar lokasi. Seperti misalnya penyediaan
angkutan wisata hanya tersedia di area kawasan saja, tetapi sarana angkutan untuk mencapai
kawasan tersebut dari akses luar belum tersedia.

Selain didukung oleh penataan ruang dan sarana-sarana yang menunjang dalam kegiatan

pengembangan pariwisata juga didukung oleh beberapa sumber-sumber, yakni sumber daya
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manusia, sumber keuangan dan sumber materi atau fisik. Ketiga sumber itu sangat berkaitan satu
sama lain yang lainnya. Oleh karna itu ketiganya harus benar-benar bisa terpenuhi, karena
pengembangannya sangat berpengaruh besar bagi kepariwisataan.

Masih terbatasnya dukungan sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan pariwisata
telah mengakibatkan menurungnya daya tarik objek wisata. Pola pengelolah pengelolaan

kawasan wisata yang tidak menyeluruh (comprehensive) telah menimbulkan dampak negatif

yang mengakibatkan menurungnya daya wisata, misalnya timbulnya kerusakan

lingkungan, meningkatnya urb alg, telah meningkat permasalahan
S MUHq,, N\
sosial antara lain Q- J“P‘K A ‘5444_;# formal yang tidak
terkendali. Berdasark ‘( &‘P‘ i g bertujuan untuk
AR
keg \\ﬁ-a ._*' al ik :
"""ht

ﬁ"# u'!'!-'rl Lta

R o =
SO * &

NMalalle

eliharaan dan

pemerintah yang secara optimal dan mendalam untuk membangun masyarakat, maka peran
pemerintah yang dimaksud antara lain:
1. pemerintah sebagai regulator

peran pemerintah sebagai regulator adalah menyiapkan arah untuk meyeimbangkan

penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan pemerintah daerah.
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2. Pemerintah sebagai dinamisator

Peran pemerintah sebagai dinamisator adalah menggerahkan partisipasi masyarakat jika
terjadi kendala-kendala dalam proses pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika
pembangunan daerah.

3. Pemerintah sebagai fasilitator

Peran pemerintah sebagai fasilittor adalah menciptakan kondisi yang kondusif sebagi

pelaksanaan pembagunan untuk menjenhe erbagai  kepentingan masyarakat dalam

samping itu, re " ol S aEciikan keranak L I intah,

terdapat potensi pariwisata, maka yang perlu diperhatikan adalah sarana transportasi, keadaan

infrastruktur dan sarana-sarana pariwisata.
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BAGAN KERANGKA PIKIR :

Peranan pemerintah daerah dalam
pengembngan objek wisata lembang saukang di
Kabupaten Sinjai.

1. Seba tor
2.
+ b Fl v
* &
— -'ﬁ}. s X -
E. Fokus Pen % Cﬂf‘" :
Ada bebera :
L fa
1. Peranan Pe ,
2. Peranan Pem Y .
iy
3. Peranan Pemeri ] 1

F. Deskripsi Fokus Penel -|an
Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan sektor pariwisata:
1. Peran pemerintah sebagai Regulator yang diambil dengan pemerintah daerah.
a. Infrastruktur pelaksanaan terhadap Retribusi jasa dalam mengembangkan Objek Wisata

Lembang Saukang di Kabupaten Sinjai.
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b. Menangani pembinaan, pengembangan dan pelestarian terhadap Objek Wisata yang ada
di Kabupaten Sinjai.
2. Peran Pemerintah sebagai Dinamisator adalah:
a. Pemerintah daerah Kabupaten Sinjai tetap mengupayakan pemeliharaan dan pelestarian
terhadap Objek Wisata Lembang Saukang.

b. Merupakan potensi dan aset budaya yang bernilai tinggi yang berharga dan harus

28



BAB Il
METODE PENELITIAN
A. Waktu Dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama 2 bulan mulai 18 Januari dan 18 Februari 2017, Objek

Wisata Lembang Saukang sebagai penelitian di Kabupaten Sinjai, dengan dasar pertimbangan

bahwa meskipun telah dikelola secara kan tetapi perhatian pemerintah masih

kurang dapat dilihat dari fasilitas obje

Penelitian ini.¢ F,

(o] -
. . \ $h
Dinas Pariwisata, Lur d

L' 31 doneehy dan Promosi Wisata,
Pengunjung wisata, Kepala-Dusun;.da noas Retribusi yang ada di Ka

2. Tipe penelitian

observasi lapangan, g

Tipe penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah tipe peneliti ini adalah Fenomenologi
yaitu penelitian berusaha untuk mengungkapkan suatu fakta deskriftif dimaksudkan untuk
mengumpulkan informasi mengenei status suatu gejala yang ada. Tujuan penelitian deksriptif

adalah untuk membuat penjelasan secara sistematis, factual, dan akurat mengenai fakta-fakta
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artinya penjelasan tentang peran pemerintah Daerah dalam Pengembangan Objek Wisata
Lembang Saukang di Kabupaten Sinjai
C. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu mengumpulkan data dari penelitian:

1. Data primer

Data diperoleh melalui lapangan atau daerah penelitian dari  hasil wawancara mendalam

dengan informan dan observasi langsung

2. Data skunder MU H
N A
data juga diperole / G’\“‘ 'P;‘K'&'U o 4 gt 4,;\ nerintah daerah dalam

pengembangan obje ‘LQ"' :t clitian akan turun

o= }L‘-\h "‘i'hﬁfég ¢ atuk, seperti

-¢ ¢
rekaman hasi . ‘ v-' ‘: 1€ lapatkan data

langsung ke

seperti, bagaima atah dae AN 1 pengembanes /isata Lembang

bentuk terhadap objek penelitian terhadap di pengembangan dapat memberikan informasi
objek wisata sesuai tujuan penelitian.

Adapun Tabel Informan Terpilih adalah cara yang digunakan dalam hal memperoleh data
primer untuk bahan penelitian. Informan dalam penelitian ini diantaranya dari pemerintah daerah

dan masyarakat.
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Adapun penentuan yang akan dijadikan informan dalam penelitian ini sebanya:

TABEL INFORMAN

Nama Inisial Jabatan/Strata Keterangan
Ir. H. Muh. Ramlan Hamid,M.Si RH Kepala Dinas Pariwisata 1 Orang
Andi Imran S.Sos Al Lurah Mannanti 1 Orang
H. abd. Haris Sanrro,SP epala Bidang Pengembangan | 1 Orang

Ros Tina 1 Orang
1 Orang

Sahar
1 Orang

lla

1 Orang

Haris
~ Abdul Asis 1 Orang
Jumlah 8 Orang

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :
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Observasi, melakukan pengamatan langsung ke Objek penelitian untuk mengetahui yang
dilakukan Dinas Pariwisata, serta Pengembangan Wisata di Objek yang dijadikan Tempat
Wisata.

Wawancara, penulis mengadakan dialog langsung dengan informan yang dinilai dapat
memberikan informansi yang akurat dan dapat mengenai hal yang menyangkut kerjasama

pemerintah Daerah dalam Pengembangan Objek Wisat Lembang Saukang Kabupaten Sinjai.

Pertanyaan yang disampaikan penulj [san dan struktur, agar fokus pembicaraan
terara kepada

Dokumentasi, ' I iliterature  dan peraturan-

Menurut Miles dan Hube y 009: 24 jonen tersebut yaitu:

1.

2.

Redukasi data

Merupakan komponen pertama analisis data yang mempertengah, memperpendek, membuat
fokus, membuang hal yang tidak penting dan mengatur data sedemikian rupa sehingga
kesimpulan penelitian dapat dilakukan.

Kajian data
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Merupakan suatu rakitan informasi yang memungkinkan kesimpulan secara singkat dapat
berarti cerita sistematis dan logis agar makna peristiwanya menjadi lebih mudah dipahami.

3. Penarikan/vertifikasi kesimpula
simpulan dalam awal pengumpulan data, peneliti sudah harus mulai mengerti apa arti hal-hal
yang ditemui dengan mencatat peraturan-peraturan sebab akibat dan

berbagai proporsi sehingga penarikan kesimpulan dapat dipertanggung jawabkan.

G. Keabsahan Data

Validita's data sangat me /'-‘-l“ FS m U qu

an de

al % ¢ FIRCale " h‘ nelitian ini diperiksa
/’4;?" %p&*‘fﬁb )

il ®

SN

diperoleh melalui bebg

2. Triangulasi Teknik
Triangulasi teknik bermakna data yang diperoleh di uji keakuratan dan ketidak akuratannya
dengan menggunakan tehnik tertentu.

3. Triangulasi Waktu
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Triangulasi waktu juga sering mempengaruhi kreadibilitas data. Data yang dikumpulkan
dengan tehknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak

masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kreadibel.
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

a. Letak Geografis
Kabupaten Sinjai terletak di Kelurahan Mannanti Selatan bagian Timur Propinsi Sulawesi

Selatan dengan Ibukotanya Sinjai. Berada pada, posisi 50 19' 30" sampai 50 36' 47" Lintang

Selatan dan 1190 48' 30" sampai 1200 00

imur dengan Teluk Bone,

Meskipun demikian di wilayah ini tidak terdapat gunung berapi. Daerah pegunungan di
Kabupaten Sinjai sebagian besar terletak di Kecamatan Sinjai Barat, Kecamaan Sinjai Tengah,
Kecamatan Sinjai Borong dan Kecamatan Bulupoddo. Akibat kondisi topografi tersebut maka

pengembangan wilayah Kabupaten Sinjai menjadi terbatas. Dari 9 (sembilan) kecamatan yang
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ada di Kabupaten Sinjai, kecamatan yang memiliki wilayah datar yang cukup luas adalah

Kecamatan Sinjai Timur, Kecamatan Sinjai Utara dan Kecamatan Pulau Sembilan.

b. Visi dan Misi Kecamatan Tellu Limpoe
Dalam mencapai visi tersebut di atas, maka perlu dirumuskan misi yang jelas, hal ini

dimaksudkan agar terdapat arah jangka panjang dan stabilitas dalam manajemen dan

kepemimpinan organisasi sehingga setiaamatan Tellulimpoe mampu menyusun

kegiatannya berdasarkan kebijakan damnpi arwdirumuskan.
Untuk mewujudkan vi 4/;,&3 M a.JiLJ, \ injai sebagaimana yang telah
digariskan di atas, /‘Gﬁ,&p‘%‘&usslq aten Sinjai sebagai

sosial.

5. Mewujudkan pelayanan publik yang prima di bidang pemerintahan, pembangunan, dan
kemasyarakatan di wilayah Kecamatan Tellulimpoe.

6. Meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur kecamatan dan kelurahan yang trampil
dan professional dalam menunjang kualitas pelayanan kepada masyarakat.
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http://sinjaikab.go.id/v3/organisasi-perangkat-daerah/kecamatan/
http://sinjaikab.go.id/v3/organisasi-perangkat-daerah/kecamatan/tellulimpoe/
http://sinjaikab.go.id/v3/pemerintahan-2/

7. Meningkatkan responsivitas masyarakat terhadap pelayanan publik dan kebijakan
Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai.

8. Meningkatkan kualitas pelayanan umum terpadu terhadap masyarakat melalui intensitas
pengkoordinasian dan pengembangan, pemberdayaan masyarakat serta kesejahteraan

sosial.

B. Peran Pemerintah Kabupaten Sinjai dalém Pengembangan Objek Wisata Lembang

Saukang di Kabupaten Sinjai

Peran pemerinta asyarakat karena roda
pemerintahan dijala katnya tergantung
kepada pemerjpfs , \_ \; A il e adap suatu

eningkat dan
aukang. Objek

namun masih

yaitu peran pemerintah ¢ ator. Untuk lebih jelasnya
pembahasan tentang indikator tersebut terkait dengan peran pemerintah dalam pengembangan
objek wisata Lembang Saukang Kabupaten Sinjai adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Sebagai Regulator

Peran pemerintah sebagai regulator adalah arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan

pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan, sebagai regulator, pemerintah meberikan
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acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrument untuk mengatur segala kegiatan pelaksanaan
pemberdayaan.

Peran pemerintah dalam hal pengembangan objek wisata sagatlah penting karena
pemerintahlah memberikan fasilitas kepada daerah agar objek wisata lembang saukang perlu
perhatian khusus dari pihak pemerintah karena objek ini merupakan cagar budaya yang

dilindungi oleh pemerintah dan merupakan aset wisata kabupaten Sinjai. Perlu adanya

isata Lembang

ah Kabupaten Sinjai

dalam mengem G araka - ' ahun, baik dari tempat

objek wisata #1 arices e S dalam bentuk Kartics.

! dsedt atas Igas | Ryl busi tersebut, dibangun

mekanisme bahwa 10%.dart pe ebuliel njadi insentif bagi Badan

Pengelola Khusus Objek Wisata Lembang Saukang, yang dapat diandalkan dalam bentu

kerjasamnya pemerintah daerah dengan masayarakat di tempat Objek Wisata Lembang
Saukang di Kabupaten Sinjai’’(Hasil Wawancara dengan RH 23 Januari 2017)’.

Berdasarkan hasil wawancara dengan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa terkait

dengan regulator Penerimaan Daerah Kabupaten Sinjai Objek Wisata Lembang Saukng makin
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meningkatkan dari tahun ke tahun, baik dari tempat objek wisata maupun parker untuk
memungut biyaya seperti dalam bentuk kartics.

Terkait dengan pemerintah daerah Sebagai insentif atas tugas menghimpun retribusi
tersebut, dibangun dan di kembangkan oleh pemerintah daerah dalam pengembangan objek

wisata menjadi insentif bagi Badan Pengelola Khusus Objek Wisata Lembang Saukang, yang

dapat diandalkan dalam bentuk kerjasamnya pemerintah daerah dengan kepala dinas pariwisata

Retribusi jasa dan fasilitas yang di sediakan oleh pemerintah daerah dan bekerjasama denga
lurah mannanti untuk Rekreasi objek wisata lembang saukang, dan Untuk itu diperlukan dana
yang cukup memadai, dimana salah satu sumber dana yang sangat diharapkan kontribusinya

adalah hasil retribusi.
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Terkait dengan Upaya pengembangan tempat-tempat rekreasi objek wisata lembang
saukang di Kabupaten Sinjai, dapat di kembangkan denga melakukan kerjasama dalam retribusi
yang telah di setujui oleh pemerintah daerah.

Menurut Teori Labolo Tahun 2006:36 Bahwa Peranan Pemerintah sebagai Regulator
dalam Pengembangan Objek Wisata Lembang Saukang di Kabupaten Sinjai sesuai dengan hasil

wawancara dengan Kepala Bidang Pengembangan dan Promosi Wisata Kabupaten Sinjai yakni

@-G Ko Mo objek Wisata maupun
'l'uQn- Kcl CSE tSa G c ~_ dalam

Pemerintah Kabupaten S bw h Sebagai insentif atas
tugas menghimpun retribusi tersebut, menjadi insentif bagi Badan Pengelola Khusus Lembang
Saukang.

Terkait dengan telah menjadi aset andalan bagi Kabupaten Sinjai, hal ini menggambarkan

bahwa jasa wisata alam apabila digarap dengan baik dapat menjadi sumber Penerimaan Daerah
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yang dapat diandalkan dengan kerjasamany kepala dinas pariwisata dan kebudayaan di
Kabupaten Sinjai.

Menurut Teori Labolo Tahun 2006:36 Bahwa Peranan Pemerintah sebagai Regulator
dalam Pengembangan Objek Wisata Lembang Saukang di Kabupaten Sinjai sesuai dengan hasil

wawancara dengan Kepala Dusun Mannanti di Kabupaten Sinjai yakni Haris berikut

pemaparannya:

Berdasarkan hasil wawancara dengan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa terkait
dengan regulator, pemerintah memberikan kebijakan petugas retribusi untuk melakukan tugas
penjagaan tempat objek wisata lembang saukang di Kabupaten Sinjai. Terkait dengan melakukan
tugas yang diberikan kepada pengelolah pariwisata untuk mengontrol tempat parkir supaya

pengunjung nyaman menikmati liburanyan sama keluarga.
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b. Mengatur dan menangani pembinaan, pengembangan dan pelestarian terhadap  Objek
Wisata Lembang Saukang yang ada di Kabupaten Sinjai.

Menurut Teori Labolo Tahun 2006:36 Bahwa Peranan Pemerintah sebagai Regulator
dalam Pengembangan Objek Wisata Lembang Saukang di Kabupaten Sinjai sesuai dengan hasil
wawancara dengan kepala Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Sinjai yakni Ir. H. Muh.

Ramlan Hamid, M.Si berikut pemaparannya:

“Mengatakan bahwa sifatnya datai sfwat dengan promosi wisata, wisata ada
dua yaitu wisatawan, gde . L rapkan poster masuk untuk
melanjutkan ---- rena otomatis ada poster
empermudah segala
A, masyarakat untuk

embag Saukang di

yaitu karena pembinaanye idl d8Rgs ariwisata di Kabupaten
Sinjai.

Menurut Teori Labolo Tahun 2006:36 Bahwa Peranan Pemerintah sebagai Regulator
dalam Pengembangan Objek Wisata Lembang Saukang di Kabupaten Sinjai sesuai dengan hasil
wawancara dengan Lurah Mannanti di Kabupaten Sinjai yakni Andi Imran berikut

pemaparannya:
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“Mengatakan bahwa pemerintah harus menangani pembinaan objek wisata Lembang
Saukang supaya pengembangan pelestarian akan berkembang mengetahui bembinaan
dengan baik apabilah tidak ada pembinaan, tempat pariwisata ini tidak berkembang
seperti ini, sekarang ini berkembang karena adanya jembatan gantung, gazebo tangga,
rumah panggung dan fillah’’(Hasil wawancara dengan Al 13 Februari 2017)"’.

Berdasarkan Hasil wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa terkait dengan

regulator, pemerintah daerah harus menangani pembinaan dan bekerjasama dengan lurah
mannanti, sehingan lurah mannanti musyawara
bembinaan dan pengembangan pelges :ﬂ/
kekurangan dan kelebihan_pén "\l""""ll M-J‘ !“f‘;‘ 26, \Wisata lembang saukang di

Kabupaten Sinjai. KA
Menurut ¢ ®P‘ 8445
\\\d‘lhﬂ%

wawancara d * . F Y Kabug 3 aris berikut

dengan masyarakat membantu melakukan

membantu melakukan melihat

¢hagai Regulator

dengan hasil

3 \"ﬁ‘b am menangani
’l} . . saya kasih ikut

regulator, kepala dusun wm 1an pengembangan objek
wisata sehingga dia kasih iku masyarakat juga membantu pembinaan pelestarian terhadap objek

wisata lembang saukang di Kabupaten Sinjai.

2. Pemerintah Sebagai Dinamisator
Perlu adanya peran pemerintah yang secara optimal dan mendalam untuk membangun

masyarakat Peran pemerintah sebagi dinamisator adalah bagaimana pemerintah membuat objek
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wisata yang ada di Kabupaten Sinjai lebih berkembang (dinamis) dengan menggerakkan
partisipasi masyarakat melalui pemberian bimbingan dan pengarahan kepada masyarakat.
Berdasarkan hasil pengamatan penulis di lapangan pemerintah daerah Kabupaten Sinjai
tetap mengupayakan dan pelestarian terhadap objek wisata Lembang Saukang karena merupakan
pontensi dan aset budaya yang bernilai tinggi yang berharga dan harus dijaga dan dilestarikan

sebagai warisan leluhur.

3 , ‘
. ahuf %ﬁﬂ%’-lﬁhﬁf//j o

dalam Penge J‘@}%ﬂ%ﬁg‘;{ ﬂ' ’; engan hasil
= ] .

ang sebenarnya
pembinaan dan
a tempat tersebut
’’(Hasil wawancara

dinamisator, pemerintah Kabupaten Sinjai telah mengupayakan pemeliharaan objek wisata
supaya orang yang melakukan penelitia merasah baik karena pemeliharaan ini tetap di jaga

dengan pengelolah objek wisata Lembang Saukang di Kabupaten Sinjai.
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Terkait dengan melalui pelestarian budaya, akan tetapi dalam hal ini pihak pemerintah
daerah Kabupaten Sinjai sangat mengharapkan kerjasama dari berbagai pihak utamanya dari
pengelola objek wisata budaya Lembang Saukang Kabupaten Sinjai.

Menurut Teori Labolo Tahun 2006:36 Bahwa Peranan Pemerintah sebagai Dinamisator
dalam Pengembangan Objek Wisata Lembang Saukang di Kabupaten Sinjai sesuai dengan hasil

wawancara dengan Lurah Mannanti di Kabupaten Sinjai yakni Andi Imran berikut

pemaparannya:
i en Sinjai telah mengupayakan

pemeliharaan dan embang Saukang melalui

balai cagar b a, kami juga berharap
kerjasama tercapainya

7) " \\d‘ilmf / @ -y

o
iif:."'r? '. lerkait dengan

dinamisator, Lurah i arapkd - ARy aaRent pekerjasama dengan

asil wawancara

Menurut Teori Labolo Tahun 2006:36 Bahwa Peranan Pemerintah sebagai Dinamisator
dalam Pengembangan Objek Wisata Lembang Saukang di Kabupaten Sinjai sesuai dengan hasil
wawancara dengan Kepala Bidang Pengembangan dan Promosi Wisata Kabupaten Sinjai yakni
H. abd. Haris Sanrro,SP berikut pemaparannya:

“Mengatakan bahwa saya selaku Kepala bidang pengembangan dan promosi wisata
pemeliharaan itu dan pelestarian terhadap objek wisata Lembang Saukang di Kabupaten
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Sinjai melalui balai cagar budaya, akan tetapi dalam proses pelestariannya kami juga
berharap bekerjasama dengan masyarakat setempat untuk pemeliharaan dan pelestarian
objek wisata lembang saukang dari berbagi pihak utamanya pengelola demi tercapainya
pengebangan Objek WisatalLembang Saukang di Kabupaten Sinjai’’(Hasil wawancara
AHS 6 Februari 2017)’.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat menyimpulkan

bahwa terkait dengan dinamisator, selaku pengelola pariwisat harus penting dalam pemeliharaan

dan pelestarian terhadap objek wisata Ie ang di Kabupaten Sinjai.

A

nemeliharaan dan pelestarian terhadap

peran pemerintah d: n- Sinja] - erhigtap. pene . : ata Lembang

Saukang hal i &7 ‘j:.‘%“ objek wisata
tersebut merupakan 43 daya_yaings bernilaiter \tm- '@ lestarikan dan
dikembangkan. Ber \ M ahwa penanganan objek

wisata budaya Lembape Ly ater libg 12 Cagar budaya (BCB

) kemudian pemerintah 'K E‘JTAKAK ﬂ. .;35\ damping untuk Pembina
dan pemeliharaan terhadap“Lembang-Saukang Kabupaten Sinjai:

Akan tetapi terkadang terjadi keterlampatan dalam penaganannya sehingga pihak balai
cagar budaya mengalami kesulitan dalam mengembangkan objek wista budaya Lembang
Saukang serta mengalami kesulitan dalam melaksanakan sosialisasi guna memberikan
pengetahuan kepada masyarakat seputar siapa-siapa saja yang dilakukan di tempat pariwisata
tersebut.

46



Menurut Teori Labolo Tahun 2006:36 Bahwa Peranan Pemerintah sebagai Dinamisator
dalam Pengembangan Objek Wisata Lembang Saukang di Kabupaten Sinjai sesuai dengan hasil
wawancara dengan kepala Dusun mannanti di Kabupaten Sinjai yakni Harisberikut
pemaparannya:

“Mengatakan bahwa saya sebagai dusun mannanti ikut dalam mengupayakan
pemeliharaan pelestarian, diman pemeliharaan ini akan tetap dijaga dengan baik apa bila
pemeliharaan ini di biarkan begitu saja erkembanganya tidak berguna, dan pengelola
par|W|sata ini akan membantu pe Di ap pelestarian dan perkembangan objek

i a2, (Hasil wawancara dengan HR 7

Februari)”’.

Berdasarkan hasil wélat bahwa sebagai kepala

“Mengatakan bahwa tempat ini merupakan aset menurut saya harus dikembangkan
karena bernilai budaya sejarah yang tinggi, di samping banyak yang dari luar daerah
merasa ada hubungan kekerabatan pemerintah di tempat ini, para pelajar juga datang
untuk penelitian tentang benda-benda bersejarah sangat berguna untuk pendidikan para
pelajar serta warga Negara asing mengenal budaya bangsa Indonesia melalui Objek
Wisata Lembang Saukang di Kabupaten Sinjai’’(hasil wawancara dengan RH 10 februari
2017)".
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Bedasarkan hasil wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa tidak terkait
dengan dinamisator, tempat pariwisata ini merupakan aset menurut saya harus dikembangkan
karena bernilai budaya tinggi, di samping banyak pengunjung datang untuk penelitian tandanya
bahwa sangat berguna untuk pendidikan para pelajar serta warga Negara asing, mengenal
budaya bangsa Indonesia melalui Objek Wisata Lembang Saukang di Kabupaten Sinjai.

Terkait dengan potensi aset budaya yang bernilai tinggi, sehingga pengunjung melakukan

penelitian tentang objek wisata lembang«<a arena mempunyai nilai tinggi sehingga

G ) pagaiLL ar 2 : at pariwisata ini
kg }.;3-*‘-} el gontrol dengan

daya "" 1lq N i
ﬁ_ﬂ ‘tn*‘ ,‘f(‘w \ : isa ada hubungan

* para pelajar juga
-
datang untu el : 2 lem ikang sangat berguna untuk
- .
daya bangsa Indonesia
asil wawancara dengan

'-1'

melalui Objek W
Al 10 februari 201

Berdasarkan hasil wawancara penulis di atas dapat menyimpulkan bahwa tidak terkait
dengan dinamisator, pariwisata ini sangat berguna untuk pemerintah daerah dan masyarakat ada
hubungan kekerabatan pemerintah dengan masyarakat sehingga dapat merupakan aset budaya
dan dikembangkan dan mengontrol bagaimana perkembanganya objek wisata lembang saukang
di Kabupaten Sinjai. Terkait dengan pariwisata dengan melakuan pelestarian karena bernilai
budaya yang tinggi, di samping banyak yang dari luar untuk mengunjungi objek wisata lembang
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saukng di Kabupaten Sinjai.

Menurut Teori Labolo Tahun 2006:36 Bahwa Peranan Pemerintah sebagai Dinamisator
dalam Pengembangan Objek Wisata Lembang Saukang di Kabupaten Sinjai sesuai dengan hasil
wawancara dengan Kepala Bidang Pengembangan dan Promosi Wisata Kabupaten Sinjai yakni

H. abd. Haris Sanrro,SP berikut pemaparannya:

“Mengatakan bahwa saya selaku Kep bldang pengembangan dan promosi wisata,
al | merupakan aset budaya yang bernilai

pelig Kunjung atau berwisata di Lembang
Saukang tersebut, disa - 3 r/ Nl U ) !“"\ ng banyak untuk melakukan
: «r p.‘? H’t‘{'! X

penelitian serta se e negeri, maka dari itu

sepatutnyalah te f *‘iﬁ\ hik ‘:’ ) nya agar aset budaya
atic Q/ %‘ ‘qf.P . ar12017)”.
J-; :

an bahwa
tidak terkait d2nga # h D -f: 2 ah Kabupaten
..-l"

Sinjai  yang ¢ : engfeioke pa ata éstarikan dan

dalam Pengembangan Objek Wisata Lembang Saukang di Kabupaten Sinjai sesuai dengan hasil
wawancara dengan Kepala Dusun Mannanti di Kabupaten Sinjai yakni Haris berikut
pemaparannya:

“Mengatakn bahwa saya selaku kapala dusun mannanti melihat potensi aset budaya yang

benilai tinggi harus di lestarikan karena tempat objek wisata ini berharga bagi pemerintah
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daerah dan pengelola objek wisata lembang saukang di Kabupaten Sinjai’’. (Hasil
wawanca dengan HR 7 Februari)”’.

Berdasarkan beberapa hasil wawancara penulis di atas dapat menyimpulkan bahwa tidak
terkait dengan dinamisator dalam potensi aset budaya yang bernilai tinggi di tempat objek wisata
lembang saukang di Kabupaten Sinjai.

3. Pemerintah Sebagai Fasilitator

Peran pemerintah sebagai faS|I|tator tah berperan di bidang pendanaan

pemerintah "r NS UEa S \\\i‘l “xfif/ : .£=| i.akan sangat

penting guna e m: t‘* ---'.ﬁl" 1?“; Lo : g Kabupaten

Sinjai

M.Si berikut pemaparannya:

“Mengatakn bahwa kita sudah tinjau jalan yang rusak, yang menuju ke tempat objek
wisata lembang saukang, sehingga pemerintah melakukan perbaikan jalan objek wisata
rusak, sehingga pengunjung merasa nyaman karena jalananya dalam proses perbaikan
yang rusak ketempat objek wisata lembang saukang. Seharusnya untuk bekerjasama
dengan masyarakat dan pemerintah setempat, melekukan apa saja yang rusak dalam
objek wisata lembang saukang salah satu Jalan, Tangga, Gazebo, Jembatan Gantung dan
tempat Parkir dan lain-lain’’(Hasil wawancara dengan RH 15 februari 2017)”’.
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Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa terkait dengan
fasilitator, pemerintah harus bekerjasama dengan masyarakat dalam melibatkan perbaikan jalan
ketempat objek wisata lembang saukang dan dapat membantu pemerintah melakukan perbaikan
jalan supaya kelancaran pembangunan ini cepat dikembangkan fasilitas yang ada di objek wisata
lembang kita sudah tinjau jalan yang rusak, yang menuju ke tempat objek wisata lembang

saukang sehingga pemerintah melakukan perbaikan jalan objek wisata lembang saukang di

Kabupaten Sinjai.

Tahun 2006:36 ‘Bl cfanan Pemerinthif e sguai Fa sngembangan Objek

Wisata Lembang an C Upaten: Sinjatrsesuai.- dengal Al dengan Lurah

meningkatkan dé ? § af ang ada di Kabupaten
Sinjai terkhusus le Kan gl paan Parivwiss ﬁ prioritaskan pada rencana
aksebilitas dan da asi guna uniang..pengembangan Pariwisata yakni
dengan melakukan perbaikan jalan Objek Wisata yang Rusak, dan manyediakan toilet,
musholla, tempat parker, tempat sampah, air bersih dan listrik”(hasil wawancara dengan
Al 8 Februari 2017)”’.

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa terkait dengan
fasilitator, lurah mannanti ikut berpartisipasi dalam melakukan perbaikan apa saja yang rusak di
objek wisata lembang saukang.

Terkait dengan peran pemerintah daerah dalam mengembangkan tempat pariwisata yang
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ada di Kabupaten Sinjai terkhusus lembang saukang, dan pariwisata akan memprioritaskan pada
rencana aksebilitas dan modal transfortasi guna menunjang pembangunan Pariwisata dengan

melakukan perbaikan jalan Objek Wisata yang Rusak.

Menurut Teori Labolo

Tahun 2006:36 Bahwa Peranan Pemerintah sebagai Fasilitator dalam Pengembangan Objek

Wisata Lembang Saukang di Kabupaten ai,dengan hasil wawancara dengan Kepala

"1 ﬂ'f-.
f’%ﬂrﬁ?ﬁ
\ / AN

diperbaiki oleh pemerintah daera

lembang saukang di Kabupaten Sinjai.

Menurut Teori Labolo Tahun 2006:36 Bahwa Peranan Pemerintah sebagai Fasilitator
dalam Pengembangan Objek Wisata Lembang Saukang di Kabupaten Sinjai sesuai dengan hasil
wawancara dengan Kepala Dusun Mannanti di Kabupaten Sinjai yakni Haris berikut

pemaparannya:
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“Mengatakan bahwa saya selaku kepala dusun mannanti untuk membantu pengelola
pariwisata, dalam perbaikan jalan objek wisata yang rusak, dan melakukan kerja bakti
setiap hari minggu, untuk membantu pengelolaan objek wisata lembang saukang di
Kabupaten sinjai’’.(Hasil wawancara dengan HR 11 Februari 17)".

Berdasarkan beberapa hasil wawancara penulis di atas dapat menyimpulkan bahwa terkait
dengan fasilitator, kepala dusun ini sangat bekerjasama dengan pihak pengelola pariwisata,

dalam bentuk partisipasi perbaikan jalan ke tempat objek wisata.

at atang Gantung
gazebo @2nge ung” ' janganya tahun 2009

dibikink g lebih 40 mtr
ke lokasi uju ke tempat
objek wis disiapkan uang
untuk Lembang ) prioritas  sehingga
dikategirikan objek . yak untuk dikemba : nghasilkan PAD,
anggaran unt 1S, | [ uni : A A5 enagani 17 masih

fasilitator, kepala dinas periwisata dan kebudayaan sudah membangun fasilitas yaitu Jembatang
Gantung, Gazebo, dan Rumah Panggung itu semua untuk sediakan pengujung objek wisata
lembang saukang di Kabupaten Sinjai.

Terkait dengan pemerintah pembangunan Jembatang Gantung, Gazebo dengan rumah

panggung untuk perkembangan jembatang untuk objek wisata, dimana jembatan itu ada sekitar
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kurang lebih 40 mtr ke lokasi objek wisata yang sifatnya tangga jalur prodwal istilanya menuju
ke tempat objek wisata, namun dalam hal pertimbangan PAD dan anggaran yang disiapkan uang
untuk Lembang Saukang, dimana kita berfikir tentang kepada prioritas sehingga dikategorikan
objek wisata lembang saukang yang layak untuk dikembangkan yang menghasilkan PAD,
anggaran untuk dinas pariwisata.

Menurut Teori Labolo Tahun 2006:36 Bahwa Peranan Pemerintah sebagai Fasilitator

dalam Pengembangan Objek Wisata Le ang di Kabupaten Sinjai sesuai dengan hasil

wawancara dengan Lurah / “ b M U HA mran berikut pemaparannya:
“Mengatakan ba keI] asama perbaikan

jembatan ga Q \i\ﬁ' 4 4) . tuk memperbaharui

dalam proses izin

.L _
‘\i\iﬁ h- \ ara dengan

Terkait dengan ang dimaksud untuk

memperbaharui pe keluar  dari
pemerintah daerah karena asyarakat yang punyalokasi

karena lokasi ini masih hak masyarakat.

Menurut Teori Labolo Tahun 2006:36 Bahwa Peranan Pemerintah sebagai Fasilitator
dalam Pengembangan Objek Wisata Lembang Saukang di Kabupaten Sinjai sesuai dengan hasil
wawancara dengan Kepala Bidang Pengembangan dan Promosi Wisata Kabupaten Sinjai yakni

H. abd. Haris Sanrro,SP berikut pemaparannya:
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“Mengatakan bahwa pihak dari kepala bidang pengembangan dan promosi wisata siap
membantu dan mendukung melakukan perbaikan jembatan gantung, gazebo dan rumah
panggung objek wisat lembang saukang, dalam pembangunan ini harus di kembangkan dengan
melakukan perbaikan fasilitas yang rusak dalam pengembangan objek wisata lembang sukang,
pemerintah setempat untuk melakukan partisipasi masyarakat ikut melakukan pembangunan

jembatan gantung, gazebo dan rumah panggung objek wisat lembang saukang di Kabupaten

fasilitator, pihak dari k€pala i \ Nesden dal 4:?\ erjasama pemerintah
V/ & W A "0, S
& ..lL cl

zebo dan runah

wawancara dengan kepala dusun abupaten Sinjai yakni Haris berikut

pemaparannya:

“Mengatakan bahwa saya sebagai kepala dusun mannanti membantu kepala dinas
pariwisata memperbaiki jembatan gantung gazebo dan rumah panggung dalam proses
perbaikan oleh pemerintah daerah untuk melaksanakan perbaikan fasilitas yang ada di
objek wisata lembang saukang di Kabupaten Sinjai’’.(Hasil wawancara dengan HR 11
Februari 2017)"’.
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Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa terkait dengan
fasilitator, kepala dusun sangat berpartisipasi dalam perbaikan fasilitas yang ada di objek wisata

lembang saukang di kabupaten Sinjai.

C. Faktor-faktor mendukung dan menghambat pengembangan Objek Wisata Lembang

Saukang di Kecamatan Sinjai

Dengan melihat perkembangan ,u/\-:.,-.‘ wisata budaya Lembang Saukang

Kabupaten Sinjai pada 4@5 it ion i AM
terhadap peranan pemitrintei “€s ~t{\.h'$.3'
& WAL

. 2 mencs | ,,
Lembang Sal -:.}? ) %}.;ﬂﬁhﬂ/ff

‘S__.. Qﬁ;& ﬂwﬂ 4:-:{

ibeberapa faktor berpengaruh
Lembang Saukang

pengembangan

pelajar yang banyak ".(i erta V3 kedatangan wisatawan luar
negeri, maka dari itu se . 6;?"3? Jangkan keberadaannya
agar aset budaya daerah dapa ' iu.,,m__, i Dalam pengembangan objek wisata Lembang
Saukang ini perlu adanya faktor mendukung agar dapat tempat ini berkembang. Penulis
mengamati ada beberapa faktor mendukung pengembangan objek wisata budaya Lembang

Saukang yaitu sebagai berikut:

a. Apresiasi Pemerintah Daerah
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Objek Wisata budaya Lembang Saukang Kabupaten Sinjai mendapat apresiasi dari pihak
pemerintah daerah karena objek wisata budaya ini merupakan aset budaya daerah yang potensi
dan bernilai budaya tinggi, sepatutnyalah objek wisata budaya ini di kembangkan dan
dilestarikan, dalam hal ini tidak terlepas dari pemerintah daerah Kabupaten Sinjai.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis di lapangan adanya dana yang dipersiapkan pihak

pemerintah daerah yang digunakan untuk pengembangan dan pelestarian objek wisata budaya

Lembang Saukang Kabupaten Slnjal yanerk n, di serahkan kepada balai budaya yang
digunakan untuk pemellharaan S m Uf‘f\
; | ﬂ S -6 w Saukang Kabupaten

'f’ ik mele studi banding.

kst alakukan untuk

2

Terkait dengan mengupayaka pangan Objek Wisata Lembang
Saukang Kabupaten Sinjai. Bentuk apresiasi lain objek wisata ini yaitu sering kedatangan para
pelajar dan mahasiswa untuk melakukan studi banding dan melakukan penelitian.

b. Dukungan Pengunjung setempat dan Pengunjung luar daerah

Lembang Saukang Kabupaten Sinjai merupakan aset daerah Kabupaten Sinjai yang patut

untuk di kembangkan kerena mempunyai nilai budaya yang tinggi, Lembang Saukang juga
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mendapat dukungan dari pengunjung setempat dan dukungan dari pengunjung luar apalagi
mendapat dukungan dari warga, maka dari itu sangat sepatutnyalah tempat ini dilestarikan,
karena masyarakat luar daerah menilai bahwa mereka mempunyai hubungan kekerabatan dengan
warga di Lembang Saukang di Kabupaten Sinjai.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis di lapangan Lembang Saukang di Kabupaten Sinjai

sangat bernilai budaya yang tinggi, disamping mendapat apresiasi dari pemerintah Kabupaten

Sinjai, Lembang Saukang juga mendapatka

luar utamanya warga Negara asing
/4 .‘ p;s MU HA]

Berdasarkan Hasi ,"' neal

an.dari masyarakat setempat dan masyarakat

M,ﬂ fibalie, Saukang di Kabupaten

Qg RRA ""-544,
5 i L \\h}!, _M/ Jagi itu kalu
;' _ ok <, :‘.-’yt a mengalami

m , yang datang
' datang untuk

daerah yang datang untuk berwisata di Lembang Saukang Kabupaten Sinjai berharap agar tempat
ini di lestarikan dan dikembangkan agar kedepannya meningkat lagi seperti ini dapat terawat
dengan baik karena adanya kerjasama dengan pengunjung objek wisata lembang saukang
diKabupaten Sinjai.

2. Faktor menghambat
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Lembang Saukang Kabupaten Sinjai merupakan aset daerah yang mempunyai nilai budaya
yang sangat tinggi, tempat ini dalam proses masyarakat karena belum paham sehingga menjadi
faktor menghambat yang harus mendapat perhatian dari pemerintah daerah Kabupaten Sinjai,
dalam hal pengembangannya. Akan tetapi dalam hal pengembangannya mengalami beberapa
hambatan yaitu sebagai berikut:

a. Terbatasnya pemahaman dan pengetahuan Masyarakat

—

;ﬁé&

Lembang Saukang di "Kabun Sinj
-

A,
6
“Mengatakan bak ﬁ‘&

aonen isata lembang saukang,
memang masih ‘?:#Mﬁuﬂ‘-“ il iman masyarakat belum
paham tentang obje Ata=lemnbang-se enjadi faktor menghambat
objek wisata lembang saukang di Kabupaten Sinjai’’.(Hasil wawancara dengan HR 9
februari 2017)’.

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa pihak
pengelola pariwisata harus melakukan kerjasam dengan masyarakat untuk memberikan
pemahaman dan pengetahuan tentang objek wisata, supaya faktor menghambat ini tidak tejadi di

objek wisata lembang saukang di Kabupeten Sinjai Terkait dengan pemahaman dan pengetahuan
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masyarakat dalam terjadinya faktor menghambat objek wisata, pemerintah juga akan
memberikan pemahamn dan pengetahuan objek wisata kepada masyarakat supaya faktor
menghambat ini akan di benahi dengan adanya kerjasama pemerintah daerah dan masyarakat

setempat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan selaku pengunjung objek wisata Lembang Saukang

e "::f Mmpulan bahwa
pengunjung b d *&' bat, kerena
pemahaman dan pendetahuan at behyrl paham sehinoea pengunjunt fuga kurang paham

dan pemeliharaan Obje 1hang Sauvka abupe (i bebankan melalui balai
cagar budaya ( BCB ), ke jan pe pntah-daerah-Kabupaten Sinjal yang menyiapkan dana
pendamping untuk pembinaan dan pemeliharaan terhadap Lembang Saukang.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis di lapangan sosialisasi kemasyarakatan sebagai
akibat masih terbatasnya dana yang disiapkan untuk sosialisasi, padahal pihak pemerintah
Kabupaten Sinjai sudah memberikan berupa dana kepada pihak objek wisata dalam proses

pengembangan dan pelestarian Lembang Saukang Kabupaten Sinjai.
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Berdasarkan hasil wawancara dengan selaku pengunjung objek wisata Lembang Saukang
di Kabupaten Sinjai yakni lla berikut pemaparannya:

“Kalau berbicara tentang sosialisasi, masih sangat kurang hal ini mungkin disebabkan
karena masih terbatasnya dana untuk siosialisai, selama saya mengunjungi di sini jarang
sekali ada sosialisasi yang di lakukan saya kira hal seperti bagus untuk dilakukan agar
memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang Lembang Saukang Kabupaten
Sinjai’’. (Hasil wawancara dengan IA 14 februari 2017)’.

Berdasarkan hasil wawancara di ; is dapat mengambil kesimpulan bahwa dana

\- A, pengetahuan  sosialisasi kurang

untuk sosialisi dan untuk membegikai .\o
dilakukan oleh masyarakat k @ﬁ MU HJ!: : claksanakan sosialisasi kepada
masyarakat dan peng n/Q;{'L:..G*, “\F\E.AE‘; .E ¢ -

ahaman dan
A dengan pihak-
objek wisata

sosialisasi itu sangat pe e ¢ an kepada masyarakat
dalam objek wisata le
memberikan sosialisasi dan pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat atau pengunjung

objek wisata lembang saukang di Kabupaten Sinjai.
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitan megenai peranan pemerintah daerah dalam pengembangan

objek wisata lembang saukang di Kabupaten Sinjai, maka dapat di tarik kesimpulan sebagia

berikut:

a. Sebagai Regulator adalah menyiapkan untuk menyeimbangkan penyelenggaraan
pembangunan melalui penerh pemerintah daerah di Kabupaten
Sinjai,

b. Sebagai Din "b" terjadi kendala-

- \ dinamika

1. Untuk mengetahui peranan pe pengembangan objek
wisata lembang saukang di Kabupaten Sinjai.

2. Untuk mengetahui peranan pemerintah daerah sebagai Dinamisator pengembangan

objek wisata lembang saukang di Kabupaten Sinjai.

3. Untuk mengetahui peranan pemerintah daerah sebagai Fasilitator pengembangan objek

wisata lembang saukang di Kabupaten Sinjai.
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b. Faktor Menghambat
1. Terbatasnya pemehaman dan pengetahuan masyarakat
Berdasarkan hasil pengamatan penulis di lapangan masih terbatasnya pemahaman dan
pengetahuan masyarakat dalam tentang Objek Wisata Lembang Saukang di Kabupaten Sinjai.
2.Sosialisasi

Berdasarkan hasil pengamatan penulis di lapangan sosialisasi kemasyarakatan sebagai

dengan pengelola

serta masyarakat: satyda | nange sata lembang saukang di

saukang di Kecamatan Tellu limpoe Kabupaten Sinjai.
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